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TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) s
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA e
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- DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA |

'BUPATI BENGKALIS

. bahwa dalam upaya : mendukung pelaksanaan»‘
~_program pengentasan kemrsklnan di Kabupaten Bengkalis,
+ .~ perlu dilakukan upaya-upaya pembangunan diantaranya bidang -
 permukiman yakni melalur Program Pembangunan Rumah', o
. Layak Huni; : L :

:.i_ 'bahwa ‘untuk kelancaran program brdang permukrman
~Pemerintah Kabupaten Bengkalls perlu menyiapkan Pedoman
‘Pelaksanaan -~ Pembangunan Rumah Layak Huni secara -

swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola -

- sebagai acuan dalam setlap ~langkah penyelenggaraan “

pembangunan permukiman, sehrngga dapat terlaksana secara
baik dan tepat sasaran; : :

. C. bahwa berdasarkan pertrmbangan sebagalmana dlmaksud e
~ < huruf a dan’ ‘huruf - b, perlu: menetapkan Peraturan Bupatr
-~ Bengkalis tentang “Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
.. Tumah Layak Huni (RLH) secara’ Swakelola oleh Kelompok
: "?-ﬁ_ji‘Masyarakat Pelaksana . Swakelola Kabupaten Bengkalls
“Tahun. Anggaran 2012; ‘

R Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan‘ e
- Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi -

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indonesra Tahun» =

B ,1956 Nomor 25); .

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksr _—
- - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

: . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.

‘Negara (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2003

““Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesra '

Nomor 4286)

: rUndang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan“ |
- Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesra‘

" :Nomor 4355); .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

‘ "_; : Peraturan Perundangan undangan _



L Lembaran Negara Repubhk Indone3|a Nomor 3955) ;-

. Peraturan Pemenntah Nomor 29 - Tahun 2000 tentang
" Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
S Republlk lndoneSIa Nomor 3956) :

Peraturan Pemerlntah Nomor 30 Tahun 2000 tenfang
'»Penyelenggaraan Pemblnaan Jasa. Kontruksi ‘(Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republlk lndonesua Nomor 3957)

Peraturan Pemerintah - Nomor 58 Tahun 2005 tentang‘

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

~Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran e
. Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4578) ; -

. ‘1'0.' Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman e

Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

‘ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2005
~.“Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa
B Nomor 4595) :

1.

,Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang'

Pembaglan' Urusan" ‘Pemerintahan _ antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provmsn dan Pemenntahan Daerah

. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

  »_-2007 Nomor = 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk'
“~Indonesia Nomor 4737) , :

12

13.

Peraturan Presiden Repubhk IndoneSIa Nomor 54 Tahun 2010 |
- tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ‘

‘Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007»

: - tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruk51 »
14.‘Keputusan Menten Pemuklman dan- Prasarana Wllayah Nomor )
© . 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk. Pelaksanaan Pengadaan

- Jasa KontrukSI oleh SKPD Pemerintah ;

,_1 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008’ .
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemer{ntahan Daerah

B Kabupaten Bengkalis ;

-' 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organlsa3| dan Tata Kerja Dlnas Daerah Kabupaten

S Bengkalls

 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2009_ B

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18, Keputusan Bupatl Bengkahs Nomor: 119/KPTS/I1/2012 tentang _
" Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan ‘Dana Belanja
“Bantuan - Sekretariat - Daerah Kabupaten Bengkalis dari
Pengguna Anggaran kepada Kepala ‘Satuan Kerja Perangkat

f‘ Daerah Terkalt Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012

_Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha ’
dan’ Peran Masyarakat Jasa - Kontruk3| (Lembaran Negara'
Republlk Indonesia Tahun - 2000 Nomor 63, Tambahanf



' ~ Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH)

' SECARA - SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

PELAKSANA SWAKELOLA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN -

- ANGGARAN 2012

e BABIL i
KETENT UAN UMUM
Pasal1

"Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1. _Daerah adalah Kabupaten Bengkalls ‘ . :
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupatn Bengkalis dan Perangkat '

Daerah - sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah

" 3. Bupatl adalah Bupatl Bengkalls :
- 4. Sekretaris Daerah “adalah Sekretans Daerah Kabupaten

- Bengkalis; -

-5, Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupat| ,dalam‘

v Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6 ~Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlsebut SKPD .
-adalah ' Satuan . Kerja Perangkat Daerah d| Llngkungan“ o

" Pemerintah Kabupaten Bengkalls

o ‘7.‘,-'Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - yang selanjutnya d|sebut :

~ dengan ‘Pengadaan Barang/Jasa adalah® Kegiatan untuk .
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrlan/Lembaga/Satuan

‘Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai ..

" dari- perencanaan. kebutuhan sampai dlselesalkannya seluruh'
- kegiatan untuk- memperoleh Barang/Jasa; :

‘8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan

- penggunaan  Barang dan/atau Jasa m|l|k Negara/Daerah

~ Pemerintah Kabupaten Bengkalls
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsebut PA adalah

-Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaaan Anggaran untuk
~melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya -
di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang
: menggunakan dana APBD;

‘ 10 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsebut KPA

- adalah pejabat yang dltetapkan dltetapkan oleh Bupatl untuk
menggunakan APBD; ,

g 11. Pejabat Pembuat Komltmen yang: selanjutnya dlsebut PPKl,”

~ adalah’ pejabat yang dlangkat oleh Kepala SKPD selaku PA
sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung Jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ‘

12. Pejabat Pengadaan ‘adalah Personil yang memlhkl sertlflkat

keahlian PengadaanA Barang/Jasa yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa; :

- 13 Panltla/PeJabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panma/PeJabat

‘yang- ditetapkan oleh PA/KPA _yang bertugas memenksa dan
menenma hasil pekerjaan v




‘Diundangkan di Bengkalis ~
~ Pada tanggal 1 met 00 S
o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Pasal 2

‘,."Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bldang Permuklman Secara s

. Swakelola. oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang

“tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan baglan
yang tldak dapat dlplsahkan dari Peraturan Bupatn lm ‘

Pasal 3

Pédérﬁéh Pelaksanaan Pembangunan Bldang Permuklmanf,"

‘Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola -

E?sebagalmana dimaksud - -pada ‘Pasal - merupakan program;f‘

pembangunan Rumah Layak Hunl (RLH)
: Pasa|4

:-  Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bndang Permuklman Secara o
. Swakelola oleh - Kelompok ‘Masyarakat  Pelaksana Swakelola

. sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi dasar dan acuan
-~ dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan Rumah Layak S
Hun| (RLH) sehlngga dapat terlaksana -secara balk dian tepat‘ ‘

‘'sasaran. i
. |

Pasal 5

A ‘Pemblayaan Pelaksanaan Pembangunan Bldang Permuknmanfj; ,
- Secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerahf

’ Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2012
| | : Pasal 6

= Peraturan Bupatl ini mulal berlaku sejak tanggal dlundangkan

ol Agar setlap orang dapat mengetahumya memenntahkan o
' -pengundangan Peraturan’ Bupat| ini - dengan penempatannya dalamyi S

o Benta Daerah Kabupaten Bengkahs

Dltetapkéh di Bengkalis |
‘pada tanggal

Z b BUPATI'

- —Drs. H. ASMARAN HASAN

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19550720 198003 1 008

o BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
S "TAHUN 2012 NOMOR ‘).3 :




3.
4,
5

'Rencana penggunaan dana tahap kedua

‘Kwitansi pembayaran tahap pertama. .
AdmlnlstraS| lamnya sepertl dokumentaSI photo dan lain- |a|n

" c) Tahap Ketlga dlbayar 30% untuk menyelesalkan pekerjaan fisik

-+ -100% sesuai target - fisik. Sebagaimana ketentuan diatas = untuk

- _proses tahap ketiga dapat dllaksanakan dengan melamplrkan data
sebagai berikut : , : :

1

Benta Acara hasil pemenksaaan Iapangan yang dltandaténganl |

- oleh OMS, TPM, dan KMT. -

‘Laporan progres fisik dan’ keuangan yang dltandatanganl oleh

"OMS, TPM, dan KMT. S
3. Rencana penggunaan dana tahap ketlga r
4,
5

Kwitansi pembayaran tahap kedua.

.- Surat pernyataan kesanggupan menyelesalkan pekérjaan'

- (SPKMP) bermaterai.

32 : TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

P$9b>é

AdmlnlstraS| Ialnnya sepertl dokumentaSI photo

Penylapan lokasu : ’ "

OMS mengajukan RPD dalam 3 tahap
Pengadaan material dan barang serta pekerja
‘Pelaksanaan fisik

;3‘.'34 _TAHAPAN MONITORING

: 1 Monltorlng dilakukan oleh KPA PPTK dan staf Dmas Clpta Karya dan Tata s
- Ruang Kabupaten Bengkalis -

2. Momtonng dllaksanakan mlnlmal dalam tiap tahapan pencalran dana oleh

OMS.

34 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

1 Pembuatan Iaporan penyelesalan pelaksanaan keglatan
2. Serah terima pekerjaan anta_»ra»OMSdaanPK , '

 BABIV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan bldang permuklman dengan pola
. pemberdayaan masyarakat ini dlharapkan menjadl pegangan bagi seluruh pelakuyang
- terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dengan

pola pemberdayaan masyarakat dlberbagal tmgkatan

: xLIS# ,

2 .BUPATI BEN

H. HERLIYAN SALEH



